WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

—

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, perlu disusun sistim dan
pengawasan  administrasi  pendapatan dalam bentuk  Pedoman
Penatausahaan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Panjang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan
Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
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5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688),

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); :

10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Undarig-Undatig Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-unddhgan (Lethbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nothor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Iidonesia Noior 4389);

13. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),




-3-

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3693);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3953);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daetah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tarhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24 Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penerimaan
sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
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29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

30.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem
Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi dan Penerimaan
Pendapatan lain-lain;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

32 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor |1 Tahun 2004 tentang
Pokok—pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota X
Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 3); !

33.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang !
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang é
Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 72
Seri D.15).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PEDOMAN

PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

he
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9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan

" pengelolaan keuangan daerah.

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena  jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

12, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

17.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kefja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima,  menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

22.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

23.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

25. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

26. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
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27. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

28. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

32.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah vang atau menerima manfaat yang bemnilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

34 Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

35. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

37. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

38. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode.

39. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

40. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum

baik sengaja maupun lalai.
BABII
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pendapatan daerah meliputi : o
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;
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b. penerimaan daerah; dan

c. kekayaan dacrah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
daerah.

BAB III

AZAZ UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama
Azaz Umum APBD

Pasal 3

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan kemampuan pendapatan daerah.

(2) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup.

(3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1
(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.

Pasal 4

(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

(2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas
umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
Pasal §

(1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah.

(2) Pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam
APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
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(3) Seluruh pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dalam APBD

(4) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan.

(5) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 6

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
¢. pembiayaan daerah.

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan
menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung
jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
PENDAPATAN DAERAH
Pasal 7

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah,
yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pasal 8

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
dikelompokan atas:

a. pendapatan asli daerah;

b. dana perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Pasal 9
(1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdiri atas:
a. pajak dacrah;

b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan
undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dirinci menurut obyek pendapatan yang
mencakup:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerab/
BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/
BUMN; dan

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.

(4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan
daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah,
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
obyek pendapatan yang mencakup:

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,;

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pendapatan denda pajak;
pendapatan denda retribusi;
pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
pendapatan dari pengembalian;
fasilitas sosial dan fasilitas umum;

. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

=

BgmrT PR

Pasal 10

(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi mefturut jenis pendapatan
yang terdini atas:
a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum; dan
c. dana alokasi khusus.
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(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
a. bagi hasil pajak; dan
b. bagi hasil bukan pajak.

(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi
umum.

(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut
kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 11

Kelompok lain-lain pendapatan dacrah yang sah dibagi menurut jenis

pendapatan yang mencakup:

a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/
organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan
lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/

kerusakan akibat bencana alam;

dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada daerah;

dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh

pemerintah; dan

e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

/0

Pasal 12

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah penerimaan
daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing,
badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau
perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa,
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 13

(1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas
daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
dianggarkan pada SKPKD.

(2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah,
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan
atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang di

bawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan
pada SKPD.

BABV
PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 14

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢
terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
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Pasal 15

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
mencakup:

sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);

pencairan dana cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

penerimaan pinjaman daerah;

penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan

penerimaan piutang daerah.

mo A0 o

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
mencakup:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman daerah.

Pasal 16

(1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan
dengan pengeluaran pembiayaan.

(2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
Pasal 17

Sisa lebih perhitungin anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan
penierimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan
penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai
dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pasal 18

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf b menurut objek penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan dari
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum
daerah juga meliputi penambahan penerimaan dari hasil bunga deviden
rekening dana cadangan dan penempatan dalam fortofolio.

Pasal 19

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf ¢ digunakan antara lain untuk menganggarkan
hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik
pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil
divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 20

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah
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termasuk penerimaan atas pencrbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan
pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d
digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 22

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan
kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah lainnya.

Pasal 23

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f
digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan
piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari
pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan
bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

BAB VI

SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH,
RETRIBUSI DAERAH DAN PENERIMAAN
PENDAPATAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama
Sistem dan Prosedur Adininistrasi Pajak Daerah

Pasal 24

(1) Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah terdiri dani :
pendaftaran;

penetapan,;

penyetotan;

angsuran dan permohonan penundaan pembayaran,
pembukuan dan pelaporan;

keberatan dan banding;

penagihan;

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi; dan

i. pengembalian kelebihan pembayaran.

oommoe a0 o

(2) Rincian lebih lanjut tentang kegiatan administrasi dan contoh formulir
yang dipergunakan dalam sistem dan prosedur administrasi pajak daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | dan Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
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Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah

Pasal 25

(1) Sistem dan prosedur administrasi retribusi daerah terdiri dari:
" a. pendaftaran dan pendataan;

b. penetapan;

C. penyetoran;

d. angsuran dan permohonan penundaan pembayaran;

e. pembukuan dan pelaporan;

f. keberatan;
. penagihan;
. pengembalian kelebihan pembayaran;
pengadaan/penyediaan benda berharga;
pemugutan dan penyetoran;
pembukuan penerimaan dan persediaan benda berharga;
sistem dan prosedur pelaporan realisasi penerimaan dan persediaan
benda berharga; dan
m. perizinan.

—F e . TR

(2) Rincian lebih lanjut tentang kegiatan administrasi dan contoh formulir
yang dipergunakan dalam sistem dan prosedur administrasi retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran [V dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Administrasi Pendapatan Lain-lain

Pasal 26

(1) Penerimaan pendapatan lain-lain terdiri dari:
a. pendapatan yang berasal dari laba perusahaan daerah;
b. usaha daerah yang sah;
c. bagi hasil pajak dan bukan pajak; dan
d. sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

(2) Sistem dan prosedur administrasi pendapatan yang berasal dari laba
perusahaan daerah terdiri dani :
a. pendapatan ;
b. penyetoran;
¢. pembukuan;dan
d. pelaporan.

(3) Sistem dan prosedur administasi yang berasal dari penerimaan usaha
daerah yang sah terdiri dari :

pendataan;

penyetoran;

pembukuan; dan

pelaporan.

0o

(4) Sistem dan prosedur administrasi yang berasal dari penerimaan bagi hasil
pajak dan bukan pajak terdiri dari :
a. pendataan;
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b. penyetoran;
c. pembukuan; dan
d. pelaporan.

(5) Sistem dan prosedur administrasi yang berasal dari penerimaan
sumbangan pihak ketiga terdiri dari :
a. pendataan;

b. keputusan penetapan;
c. penyetoran;

d. pembukuan; dan

e. pelaporan.

(6) Rincian lebih lanjut tentang kegiatan administrasi dan contoh formulir
yang dipergunakan dalam sistem dan prosedur administrasi pendapatan
lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota g Panjang.

Ditetapkan di : Pa Panjang
pada tanggal : € 6er 2006 M
< 9@(&1&1427 H

WALIKOTA PARANG PANJANG

| SUR SYAM
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